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BAB II 

AKAD MUD{A<RABAH DALAM HUKUM ISLAM 

 

A. Pengertian Mud{a>rabah 

Mud{a>rabah adalah istilah Irak yang berasal dari kata arab da>rb. Da>rb 

berarti berjalan atau bepergian diatas bumi. Disebut demikian, karena 

dijaman pertengahan muda>rib harus bepergian ke tempat-tempat yang jauh 

bagi bisnisnya untuk mendapatkan laba.
1
 Ulama hijaz menamakan 

mud{a>rabah sebagai qira>d{. Menurut bahasa, qiradh diambil dari kata al qardu 

yang berarti potongan, sebab pemilik memberikan potongan dari hartanya 

untuk diberikan kepada pengusaha agar mengusahakan harta tersebut, dan 

pengusaha akan memberikan potongan dari laba yang diperoleh
2
. 

Dalam merumuskan pengertian mud{a>rabah, Wahbah Az-Zuhaily 

mengemukakan mud{a>rabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak 

dimana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (sa>hib al-ma>l) yang 

menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lain sebagai pengelola usaha 

(muda>rib). Keuntungan yang didapatkan dari akad mud{a>rabah dibagi 

menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak dan biasanya dalam 

bentuk prosentase (nisbah)
3
. 

 

                                                 
1
Muhammad Sharif Chaudhry, Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar, (Suherman Rosyidi) 

(Jakarta: Kencana, 2014), 210. 
2
 Rachmat Syafe’i, Fiqih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 223. 

3
 Ismail Nawawi Uha, Fiqh Mu’amalah: Hukum Ekonomi, Bisnis, dan Sosial (Jakarta: Dwiputra 

Pustaka Jaya, 2010), 260. 
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Secara terminologis mud{a>rabah adalah kontrak (perjanjian) antara 

pemilik modal (sa>hib al-ma>l) dan pengguna dana (muda>rib) digunakan untuk 

aktifitas yang produktif dimana keuntungan dibagi dua antara pemodal dan 

pengelola modal
4
. 

Secara teknis, mud{a>rabah adalah akad kerjasama usaha antara dua 

pihak dimana pihak pertama (sa>hib al-ma>l) menyediakan seluruh (100%) 

modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.
5
 

Menurut pasal 20 ayat (4) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 

mud{a>rabah  adalah kerja sama antara pemilik dana dengan pengelola modal 

untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan 

nisbah. 

Muda>rib adalah enterpreneur, yang melakukan usaha untuk 

mendapatkan keuntungan atas hasil usaha yang dilakukan. Sa>hib al-ma>l 

sebagai pemilik modal atau investor perlu mendapatkan imbalan atas dana 

yang diinvestasikan
6
. Sebaliknya bila usaha yang dilaksanakan oleh muda>rib 

menderita kerugian, maka kerugian itu ditanggung oleh sa>hib al-ma>l, selama 

kerugiannya bukan karena penyimpangan atau kesalahan yang dilakukan 

muda>rib. Sedangkan muda>rib menanggung kerugian atas upaya jerih payah 

dan juga waktu yang telah dilakukan untuk menjalankan usaha.  

 

                                                 
4
 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah…, 195. 

5
 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: dari Teori ke Praktek (Jakarta: Gema Insani, 2001), 

95. 
6
 Ismail, Perbankan Syariah (Jakarta: Kencana, 2011), 84. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

24 

 

Skema mud{a>rabah7
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketentuan skema: 

1. Sistem mud{a>rabah mempertemukan antara yang memiliki modal dengan 

yang ahli berusaha 

2. Setelah negosiasi dan kesepakatan, kedua belah pihak melakukan 

perjanjian pembiayaan dengan prinsip mud{a>rabah. 

3. Sa>hib al-ma>l menyediakan 100% modal usaha 

4. Muda>rib sebagai pengelola modal 

5. Distribusi keuntungan dapat dilakukan secara angsuran atau tempo 

6. Distribusi tingkat keuntungan untuk sa>hib al-ma>l sebesar nisbah yang 

telah ditentukan pada akad. 

7. Distribusi tingkat keuntungan untuk muda>rib sebesar nisbah yang telah 

                                                 
7
 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 61. 

Proyek/Usaha 

Keahlian 

Ketrampilan Modal 

100% 

Pembagian 

Keuntungan 

Sa>hib al-ma>l 
 

Muda>rib 

Nisbah X% Nisbah Y% 

Perjanjian 

Bagi Hasil 
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ditentukan pada akad 

8. Pengembalian modal sa>hib al-ma>l dapat dibayar secara angsuran atau 

jatuh tempo 

 

B. Dasar Hukum Mud{a>rabah 

Kerjasama dalam permodalan (mud{a>rabah) disyariatkan dengan firman 

Allah, hadits, ijma’ dan qiyas. Mud{a>rabah diberlakukan pada zaman 

Rasulullah SAW dan beliau menyetujuinya. 

1. Firman Allah dalam Al-Qur’an  

Ayat yang berkenaan dengan mud{a>rabah antara lain didalam firma 

Allah Surat al-Muzammil ayat 20: 

ٌَبْتغَُُنَ مِهْ فَضْمِ اَللِّ  آخَشَُنَ ٌَضْشِبُُنَ فًِ الْْسَْضِ  ََ... … 
Artinya ‚...Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari 

sebagian karunia Allah...‛ (QS al-Muzammil [73] : 20)
8
 

Yang menjadi wajhud dilalah atau argumen dari Q.S al- 

Muzammil: 20 adalah adanya kata yaḍribun yang sama dengan akar 

kata mud{a>rabah, yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.
9
 

Al-Qur’an Surat al-Jumu’ah ayat 10 

ابْتغَُُا مِهْ فَضْمِ اَللِّ … ََ  فَئرِاَ قضٍَُِتِ انصَلاةُ فاَوْتشَِشَُا فًِ الْسْضِ 
Artinya ‚Apabila telah ditunaikan sholat, bertebaranlah kamu di 

muka bumi dan carilah karunia Allah…‛ (QS al-Jumu’ah [62] : 10)
10

 

 

 

 

                                                 
8
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya…, 49. 

9
 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: dari Teori ke Praktek…, 95. 

10
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya…, 933. 
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Al-Qur’an Surat al-Baqarah ayat 198 

ٍْكُمْ جُىَاحٌ أنَْ تبَْتغَُُا فَضْلا مِهْ سَبكُِّمْ … ٍْسَ عَهَ  نَ
Artinya ‚Tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari 

karunia Tuhanmu…‛ (QS al-Baqarah [2] : 198)
11

 

 

Surat al-Jumu’ah ayat 10 dan al-Baqarah ayat 198 sama sama 

mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha.
12

 

Al-Qur’an Surat al-Baqarah ayat 283 

ٍَتقَِ اَللَّ سَبًَُ … نْ ََ  فَئنِْ أمَِهَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَهٍْؤَُدِّ انزَِي اؤْتمُِهَ أمََاوَتًَُ 
Artinya ‚…Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang 

lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya, dan 

hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya…‛ (QS al-Baqarah [2] : 

283)
13

 

 

 

 

2. Hadits 

حْمَهِ, عَهْ ابَيِْوِ عَهْ  هِ : انََّ عُثمَْانَ بْهَ عَفَّانَ اعْطَاهُ  عَهِ الْعَلاءَِ بْهِ عَبْدِالرَّ جَدِّ

بْحَ بَيْنَهُمَا .  مَا لاقًرَِاظًايَعْمَلُ فيِْوِ عَلَى انََّ الرِّ
 

Artinya ‚Dari Al Ala’ bin Abdurrahman, dari ayahnya, dari kakenya: 

Sesungguhnya Utsman bin Affan pernah memberinya harta qiradh yang 

dikelolanya dengan syarat keuntungan dibagi antara keduanya‛.
14

 

 

 

ثىََا انْحَسَهُ بْهُ عَهِىّ اٍنْخَلالَُ . وىا بِشْشُبْهُ ثاَبِتِ انْبزََاسُ . وىا وَصْشُ ابْهُ انْقَا  ٌَشًّ
ٍْبٍ  ٍَ دَ، عَهْ صَانِحِ بْهِ صُ َُ ٍْمِ( بْهِ داَ ، عَهْ سِمِ، عَهْ عَبْذِ انشَحْمَهِ )عَبْذِانشَحِ

ٍْعُ إِنىَ  هَ انْبشََكَتُ. انْبَ ٍِ ٍْ سَهمََ، ثلَاثٌَ فِ ََ  ًِ ٍْ لُ اَللِّ صَهىَ اَللُّ عَهَ ُْ ؛ قَالَ سَسُ ًِ ٍْ أبَِ

ٍْعِ )سَاي ابه ماجً( ٍْتِ، لاَ نِهْبَ ٍْشِ، نِهْبَ أخَْلاطَُ انْبشُِّ بِانشَعِ ََ انْمُقَاسَضَتُ،  ََ  أجََمٍ، 
Artinya ‚Mewartakan kepada kami Al-Hasan bin ‘Alliy Al-

Khalal, mewartakan kepada kami Bisry bin Tsabit al-Bazzar, 

mewartakan kepada kami Nashr bin Al-Qasim, dari ‘Abdurrahman 

(‘Abdurrahim) bin Daud, dari Shalih bin Shuhaib, dari ayahnya, dia 

                                                 
11

 Ibid., 48. 
12

 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: dari Teori ke Praktek…, 96. 
13

 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya…, 405. 
14

 Adib Bisri Musthofa, Muwaththa’ Al Imam Malik r.a. (Semarang: CV Asy Syifa’, 1992), 296. 
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berkata: Rasulullah SAW bersabda; ‚Tiga perkara yang ada barakah di 

dalamnya; jual beli yang temponya tertentu; memberikan modal 

seseorang untuk berdagang; dan mencapurkan antara burr dengan 

syar’ir untuk rumah tangga, bukan untuk jual-beli. (HR Ibnu Majah 

dari Shuhaib).
15

 

 

 

3. Ijma’ 

Adapun dalil ijma adalah para sahabat banyak yang melakukan 

akad mud{a>rabah dengan cara memberikan harta anak yatim sebagai 

modal kepada pihak lain, seperti Umar, ‘Utsman, Ali, Abdullah bin 

Mas’ud, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Umar, dan Siti ‘Aisyah, dan 

tidak ada riwayat bahwa para sabahat mengingkarinya.
16

 

4. Qiyas 

Terkait qiyas (analogi), beberapa ulama telah membuat suatu 

analogi atas kesahihan al-musaqah. Al-musaqah adalah kemitraan 

pertanian, dimana pemilik kebun buah-buahan mengalihkan pohon-

pohon buah dalam jumlah tertentu kepada pemilik lain yang akan 

merawatnya didalam pertukaran, untuk mendapat suatu porsi tertentu 

dari total panenan pohon-pohon tersebut (bukan panenan pohon-pohon 

tertentu).
17

 

Dalam mud{a>rabah pemilik dana dianalogikan dengan pemilik 

kebun, sedangkan yang memelihara kebun dianalogikan dengan 

                                                 
15

Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Al Ustadz H. Abdullah 
Shoenhaji, juz 2 (Semarang: Asy Syifa’, 1993), 121. 
16

 Muhammad Yazid, Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah) (Surabaya: UIN Sunan Ampel 

Pers, 2014), 157. 
17

 Yulizar Djamaluddin Sanrego, et.al, International Shari’ah Research Academy for Islamic 
Finance (ISRA), Ellys T. (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 299. 
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pengusaha. Mengingat dasar Al-Musaqah itu valid dan tegas diambil 

dari sunnah Rasulullah SAW, maka metodologi qiyas dapat juga 

dipakai untuk menjadi dasar diperbolehkan mud{a>rabah.
18

 

 

C. Rukun dan SyaratMud{a>rabah 

Rukum dari akad mud{a>rabah yang harus dipenuhi dalam perjanjian yaitu:
19

 

1. Pelaku akad 

Dalam akad mud{a>rabah, harus ada minimal dua pelaku. Pihak 

pertama bertindak sebagai pemilik modal (sa>hib al-ma>l), sedangkan 

pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (muda>rib). Tanpa dua 

pelaku ini maka akad mud{a>rabah tidak ada.
20

 

2. Objek mud{a>rabah 

Faktor kedua (objek mud{a>rabah) merupakan konsekuensi logis 

dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal 

menyerahkan modalnya sebagai objek mud{a>rabah, sedangkan pelaksana 

usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek mud{a>rabah. Modal yang 

diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai 

uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan dapat berbentuk keahlian, 

ketrampilan, selling skill, manajement skill, dan lain-lain. Tanpa dua 

objek ini, akad mud{a>rabah pun tidak akan ada. 

 

                                                 
18

 Ismail Nawawi Uha, Fiqh Mu’amalah: Hukum Ekonomi, Bisnis, dan Sosial..., 262. 
19

 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah..., 62. 
20

 Syarif Hidayatullah, Qawa’id Fiqhiyyah dan Penerapannya dalam Transaksi Keuangan Syari’ah 
Kontemporer (Mu’amalat, Maliyyah, Mu’ashirah) (Jakarta: Gramata Publishing, 2012), 109. 
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3. Shigat 

Yaitu ijab dan qabul dengan ucapan apa saja yang membawa 

makna mud{a>rabah atau bagi hasil karena yang menjadi maksud adalah 

makna sehingga boleh dengan ucapan apa saja yang menunjukkan 

tentang mud{a>rabah.
21

 

4. Nisbah keuntungan 

Keuntungan mud{a>rabah adalah jumlah yang didapat sebagai 

kelebihan modal
22

. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak 

diterima oleh kedua belah pihak yang bermud{a>rabah. Muda>rib 

mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan sa>hib al-ma>l mendapat 

imbalan atas penyertaan modalnya. 

Sedangkan syarat yang harus dipenuhi dalam rukun mud{a>rabah yaitu:
23 

1. Pelaku akad 

Yaitu pemilik modal dan pekerja, keduanya harus memenuhi 

syarat-syarat sebagai berikut: 

a. Pemilik modal dan pengelola harus mampu melakukan transaksi dan 

sah secara hukum 

b. Keduanya harus mampu bertindak sebagai wakil dan kafil dari 

masing-masing pihak 

 

 

                                                 
21

 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Islam (Jakarta: 

Amzah, 2010), 248. 
22

 Wirdyaningsih, et al, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2005), 125. 
23

 Gemala Dewi, et al., Hukum Perikatan Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2005), 133 
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2. Shigat 

Persetujuan merupakan konsekuensi dari prinsip an-taraddin 

minkum (sama-sama rela). Kedua belah pihak harus secara rela 

bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad mud{a>rabah.
24

 

a. Shigat dianggap tidak sah jika salah satu pihak menolak syarat-

syarat yang diajukan dalam penawaran 

b. Kontrak boleh dilakukan secara lisan maupun tertulis  

3. Modal 

a. Harus diketahui jumlah dan jenisnya (yaitu mata uang) 

b. Harus tunai, Tidak boleh adanya modal mud{a>rabah yang belum 

disetor. Para fuqoha telah sepakat tidak bolehnya mud{a>rabah dengan 

hutang. Tanpa adanya setoran modal, berarti sa>hib al-ma>l tidak 

memberikan kontribusi apapun padahal muda>rib telah bekerja.
25

 

c. Harus diserahkan kepada muda>rib untuk memungkinkan melakukan 

usaha 

4. Nisbah Keuntungan 

Syarat dalam nisbah keuntungan adalah sebagai berikut :
26

 

a. Harus dibagi untuk kedua pihak. Salah satu pihak tidak 

diperkenankan mengambil seluruh keuntungan tanpa membagi pada 

pihak lain. 

b. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam presentase dari 

                                                 
24

 Binti Nur Asiyah, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 188. 
25

 Adiwarman A. Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan…,206. 
26

 Fatmah, Kontrak Bisnis Syariah (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 165. 
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keuntungan yang mungkin dihasilkan nantinya. 

c. Rasio presentase (nisbah) harus dicapai melalui negosiasi dan 

dituangkan dalam kontrak. 

d. Waktu pembagian keuntungan dilakukan setelah muda>rib 

mengembalikan seluruh (atau sebagian) modal kepada sa>hib al-ma>l. 

e. Jika jangka waktu akad mud{a>rabah relatif lama, nisbah keuntungan 

dapat disepakati untuk ditinjau dari wakltu ke waktu. 

f. Jika penentuan keuntungan dihitung berdasarkan keuntungan kotor 

(gross profit), biaya-biaya yang timbul disepakati oleh kedua belah 

pihak, karena dapat memperngaruhi nilai keuntungan. 

5. Kegiatan usaha oleh pengelola, sebagai perimbangan modal yang 

disediakan oleh penyedia dana, harus memerhatikan hal-hal berikut:
27

 

a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif muda>rib, tanpa campur tangan 

penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan 

pengawasan. 

b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola 

sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan 

mud{a>rabah, yaitu keuntungan 

c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syari’ah islam dalam 

tindakannya yang berhubungan dengan mud{a>rabah. 

 

 

                                                 
27

 Djoko Muljono, Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah 

(Yogyakarta: Andi, 2015), 80. 
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D. Nisbah 

Bagi keabsahan mud{a>rabah, besarnya pembagian keuntungan antara 

sa>hib al-ma>l dan mud{a<rib sudah harus ditentukan sejak di awal. Syariah 

tidak menentukan pembatasan mengenai berapa besarnya pembagian 

diantara sa>hib al-ma>l dan mud{a<rib. Pembagian tersebut diserahkan kepada 

sa>hib al-ma>l dan mud{a<rib. Mereka dapat menyepakati untuk berbagi 

keuntungan sama besar ata berbagi dengan porsi yang berbeda.
28

 

Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara 

kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal Rp. tertentu. 

Misalnya 50:50, 70:30. Namun nisbah tidak boleh 100:0, karena menurut 

para ahli fiqih sepakat berpendapat bahwa mud{a>rabah tidak sah apabila 

sa>hib al-ma>l dan muda>rib membuat syarat agar keuntungan hanya untuk 

salah satu pihak.
29

 

Pembagian hasil mud{a>rabah dapat dilakukan dengan dua metode, 

yaitu pembagian laba (profit sharing) atau pembagian pendapatan (reveneue 

sharing). Pembagian laba (profit sharing) dihitung dari pendapatan setelah 

dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mud{a>rabah. 

Sementara itu pembagian pendapatan (revenue sharing) dihitung dari total 

pendapatan pengelolaan mud{a>rabah.
30

 

Bila bisnis mud{a>rabah mengalami kerugian, pembagian kerugian 

bukan didasarkan pada nisbah, melainkan berdasarkan posi modal masing-

                                                 
28

 Fatmah, Kontrak Bisnis Syariah..., 171. 
29

 Binti Nur Asiyah, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah…, 190-191. 
30

 Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek Hukumnya (Jakarta: 

Kencana, 2015), 318. 
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masing pihak. Makanya nisbah yang dimaksud adalah nisbah keuntungan. 

Didasarkannya pembagian kerugian berdasarkan pada porsi modal yang 

diikutsertakan, karena adanya perbedaan menanggung kerugian diantara 

kedua belah pihak. Porsi modal yang diikutsertakan sa>hib al-ma>l (100%) dan 

muda>rib (0%). Maka jika terjadi kerugian, sa>hib al-ma>l akan kehilangan 

modalnya sebesar (100%) dan muda>rib (0%). Persentase 0% yang 

ditanggung oleh muda>rib sejatinya adalah karena yang dikontribusikan 

muda>rib dalam investasinya berupa kerja, keahlian dan pekerjaan, dan bukan 

modal dalam artian uang tunai. Oleh karenanya kerugian yang ditanggung 

oleh muda>rib adalah kerugian akan hilangnya pekerjaan, usaha dan waktu 

yang dicurahkan dalam melaksanakan bisnis tersebut.
31

 

Meskipun demikian, apabila mud{a<rib melakukan kecurangan atau 

kelalaian dalam mengelola usaha sehingga menimbulkan kerugian, maka 

mud{a<rib harus menanggung kerugian mud{a>rabah sebesar bagian 

kelalaiannya sebagai sanksi dan tanngungjawabnya. Ia telah menimbulkan 

kerugian karena kelalaian dan perilaku zalim karena ia telah memperlakukan 

harta orang lain yang dipercayakan kepadanya diluar ketentuan yang 

disepakati.
32
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 Binti Nur Asiyah, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah…, 191-192. 
32

 Adiwarman A. Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan…,208. 
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E. Macam-macam Mud{a>rabah 

Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada muda>rib, maka 

mud{a>rabah dibedakan menjadi dua, yaitu: 

1. Mud{a>rabah mutlaqah 

Mud{a>rabah mutlaqah adalah bentuk kerja sama antara sa>hib al-ma>l 

(penyedia dana) dengan muda>rib yang cakupannya sangat luas dan 

tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.
33

 

sa>hib al-ma>l memberikan kewenangan yang sangat besar kepada 

muda>rib untuk menjalankan aktivitas usahanya, asalkan sesuai dengan 

prinsip syariah islam. 

2. Mud{a>rabah muqayyadah 

Mud{a>rabah muqayyadah adalah akad kerjasama dimana sa>hib al-

ma>l menetapkan syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh muda>rib.
34

 

Dalam mud{a>rabah muqayyadah semua keputusan yang mengatur 

praktek Mud{a>rabah ditentukan oleh sa>hib al-ma>l. Muda>rib tidak bebas 

mewujudkan keinginannya, ia terbatasi oleh aturan-aturan yang 

ditetapkan oleh sa>hib al-ma>l dalam senuah kontrak.
35

 Batasannya 

antara lain: 

a. Tempat dan cara berinvestasi 

b. Jenis investasi 

c. Objek investasi 

                                                 
33

 Adrian Sutedi, Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum (Bogor: Ghalia 

Indonesia, tt), 77. 
34

 Mardani, Hukum Perikatan Syariah di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 172. 
35

 Muhammad Yazid, Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)..., 163. 
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d. Jangka waktu 

 

F. Hukum Mud{a>rabah 

Hukum mud{a>rabah terbagi dua, yaitu mud{a>rabah yang tidak sah dan 

mud{a>rabah yang sah. 

a. Hukum mud{a>rabah yang tidak sah 

Salah satu mud{a>rabah yang tidak sah seperti seseorang mengatakan 

kepada yang lain ‚berburulah dengan jaring milik saya, dan hasil 

buruannya untuk kita berdua‛. Ulama Hanafiyah, Syafi’iyah dan 

Hanabilah berpendapat bahwa pernyataan termasuk tidak dapat dikatakan 

mud{a>rabah yang sah karena pengusaha (pemburu) berhak mendapatkan 

upah atas pekerjaannya, baik ia mendapatkan buruan atau tidak.
36

 

Begitu pula jika pengelola modal disyaratkan untuk menjamin modal 

jika rusak bukan karena kecerobohannya. Atau kedua pelaku akad 

berselisih setelah dilakukan pekerjaan dalam masalah bagian keuntungan, 

dimana pemilik modal dan pengelola sama-sama mengaku harta yang 

menyerupai haknya, seperti jika pengelola berkata ‚dua pertiga‛, dan 

pemilik modal berkata ‚sepertiga‛.
37

 

Beberapa hal lain dalam mud{a>rabah yang tidak sah, mengharuskan 

pemilik modal memberikan upah kepada pengusaha, baik mud{a>rabah 

                                                 
36

 Rachmat Syafe’i, Fiqih Muamalah..., 230. 
37

 Wahbah Az-Zuhaily, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Abdul Hayyie al-Kattani, Juz 5 (Jakarta: Gema 

Insani, 2011), 491. 
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tidak sah itu mendapatkan keuntungan atau tidak, antara lain:
38

 

1) Pemilik modal memberikan syarat kepada pengusaha dalam membeli, 

menjual, memberi, atau mengambil barang 

2) Pemilik modal mengharuskan pengusaha untuk bermusyawarah 

sehingga pengusaha tidak bekerja, kecuali atas seizinnya. 

3) Pemilik modal memberikan syarat kepada pengusaha agar 

mencampurkan harta modal tersebut dengan harta orang lain atau 

barang lain miliknya. 

b. Hukum mud{a>rabah yang sah 

Hukum mud{a>rabah yang sah tergolong cukup banyak, diantaranya: 

1) Kekuasaan mud{a>rib 

Para imam madzhab sepakat bahwa mud{a>rib adalah orang yang 

memegang amanah (amin) berkaitan dengan modal yang ada 

ditangannya dimana kedudukan modal itu seperti wadi’ah, karena 

dia memegang modal itu dengan seizin pemiliknya, bukan karena 

adanya proses tukar menukar seperti yang diterima jual beli, dan 

bukan sebagai penguat seperti rahn.
39

 

Mud{a>rib memiliki sifat sebagai seorang wali amanah (trustee) 

disamping sebagai kuasa dari bisnis yang bersangkutan. Sebagai 

seorang wali amanah, mud{a>rib berkewajiban untuk bertindak hati-

hati atau bijaksana (prudent) dan beriktikad baik (in good faith).
40

 

                                                 
38

 Rachmat Syafe’i, Fiqih Muamalah..., 230. 
39

 Wahbah Az-Zuhaily, Fiqih Islam Wa Adillatuhu..., 492. 
40

 Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek Hukumnya ...,314. 
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Apabila mud{a>rib memperoleh keuntungan, maka dia menjadi 

mitra dalam keuntungan tersebut sebesar bagiannya dalam 

keuntungan itu. Pasalnya, dia memiliki bagian dari keuntungan 

tersebut dengan pekerjaannya, sementara sisanya milik pemilik 

modal. Karena keuntungan itu adalah hasil dari pertumbuhan 

modalnya, maka sebagian keuntungan menjadi miliknya. 

Apabila mud{a<rib melanggar syarat-syarat atau tujuan kontrak, 

maka dianggap melakukan kesalahan yang disengaja. Demikian juga 

bila ia melanggar batasan-batasan yang diberikan padanya oleh sa>hib 

al-ma>l. Dengan adanya kesalahan seperti itu statusnya sebagai 

pemegang dana dari pemegang amanah menjadi menjamin dana. 

Status dana pun berubah dari dana mud{a>rabah menjadi sebuah utang 

yang wajib dibayar oleh pengelola.
41

 

Pengusaha yang mengadakan akad mud{a>rabah merupakan orang 

yang dipercaya dalam menangani modal yang berada ditangannya, 

sehingga ketika modal mud{a>rabah yang berada ditangannya 

mengalami kerusakan tanpa ada unsur kelalaian, dia tidak wajib 

menanggungnya, karena dia bersatatus sebagai pengganti posisi 

investor dalam pengelolaan modal. Karena itu, dia tidak 

berkewajiban menanggung beban tanpa ada unsur kelalaian. Sama 

seperti orang yang menerima penitipan barang atau wakil, jabatan 

                                                 
41

 Fatmah, Kontrak Bisnis Syariah..., 174. 
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yang diembannya merupakan kekuasaan atas dasar amanat.
42

 

2) Pekerjaan mud{a>rib 

Hal ini berbeda hukumnya sesuai dengan apakah mud{a>rabah itu 

bersifat mutlaqah (mutlak dan tanpa batasan) atau muqayyadah 

(dengan batasan atau syarat tertentu) 

a. Mud{a>rabah mutlaqah 

Dalam mud{a>rabah mutlaqah atau mud{a>rabah mutlak, mud{a<rib 

boleh dan bebas menggunakan modal untuk membeli barang 

apapun dari siapapun dan kapanpun ia boleh menjual barang-

barang mud{a>rabah dengan cara tunai atau kredit, ia juga bebas 

berdagang sesuai dengan praktek umumnya para pedagang.
43

  

Kebebasan mud{a<rib dalam hal mud{a>rabah berbentuk 

mud{a>rabah mutlaqah bukan berarti kebebasan yang tak terbatas 

sama sekali. Modal yang ditanamkan oleh sa>hib al-ma>l tidak boleh 

digunakan untuk membiayai proyek atau investasi yang dilarang 

syariah seperti untuk keperluan spekulasi, membiayai pabrik atau 

perdagangan minuman keras (sekalipun memperoleh ijin resmi dari 

pemerintah), peternakan babi, dan lain-lain.
44 

b. Mud{a>rabah muqayyadah 

Apabila mud{a>rabah tersebut merupakan mud{a>rabah 

muqayyadah (mud{a>rabah terbatas) mud{a<rib tidak bebas 

                                                 
42

 Wahbah Zuhaili, Fiqih Imam Syafi’i, Muhammad Afifi, Abdul Hafiz, Juz 2 (Jakarta: Almahira, 

2010), 200. 
43

 Saiful Jazil, Fiqih Mu’amalah (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 138. 
44

 Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek Hukumnya..., 316. 
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menggunakan modal tersebut menurut kehendaknya sendiri, tetapi 

harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh sa>hib al-ma>l. 

Apabila mud{a<rib bertindak bertentangan dengan pembatasan-

pembatasan (syarat-syarat) tersebut, maka mud{a<rib harus 

bertanggungjawab sendiri atas konsekuensi-konsekuensi yang 

ditimbulkan.
45

 

1) Menentukan tempat 

Jika mud{a>rabah dibatasi dengan tempat, seperti jika 

seseorang memberikan pada yang lain modal untuk 

mud{a>rabah dengan syarat agar dia bekerja pada negeri 

tertentu, maka mud{a<rib tidak boleh bekerja selain negara 

tersebut. Hal itu karena ucapan pemilik modal (dengan syarat) 

merupakan lafal-lafal syarat, dan itu adalah syarat yang 

memiliki faedah dan tujuan, karena setiap tempat memiliki 

perbedaan dalam hal murah dan mahalnya suatu barang dan 

memiliki resiko perjalanannya.
46

 

2) Menentukan orang 

Ulama Hanafiyah dan Hanabilah membolehkan pemilik 

modal untuk menentukan orang yang harus dibeli barangnya 

oleh pengusaha atau kepada siapa ia harus menjual barang, 

sebab hal ini termasuk syarat yang berfaedah. Adapun ulama 

                                                 
45

 Fatmah, Kontrak Bisnis Syariah..., 169. 
46

 Wahbah Az-Zuhaily, Fiqih Islam Wa Adillatuhu..., 500. 
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Syafi’iyah dan Malikiyyah melarang persyaratan tersebut 

sebab hal itu mencegah pengusaha untuk mencari pasar yang 

sesuai dan menghambat pencarian laba.
47

 

3) Menentukan waktu 

Beberapa ulama berpandangan boleh melakukan 

pembatasan mud{a>rabah pada periode tertentu. Dilarang 

membuat kontrak yang menggantung kepada sebuah kejadian 

pada masa yang akan datang, karena mengandung unsur 

ketidakpastian.
48

 

4) Hak-hak mud{a<rib 

Yaitu sesuatu yang menjadi haknya dengan adanya 

pekerjaan darinya dalam modal mud{a>rabah.  

Mud{a<rib berhak mendapatkan keuntungan yang telah 

disepakati sebagai kompensasi atas pekerjaannya dalam 

mud{a>rabah. Jika dalam mud{a>rabah itu mendapat keuntungan. 

Jika tidak ada keuntungan, maka mud{a<rib tidak berhak 

mendapatkan apa pun, karena ia bekerja untuk dirinya 

sendiri.
49

 

Keuntungan itu bisa diketahui setelah adanya pembagian, 

dan syarat bolehnya dilakukan pembagian adalah diterimanya 

kembali modal mud{a>rabah. Maka tidak sah pembagian 

                                                 
47

 Rachmat Syafe’i, Fiqih Muamalah..., 232. 
48

 Fatmah, Kontrak Bisnis Syariah..., 166. 
49

 Wahbah Az-Zuhaily, Fiqih Islam Wa Adillatuhu..., 506. 
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keuntungan sebelum modal diambil dari tangan mud{a<rib.
50

 

5) Hak pemilik modal 

   Hak pemilik modal adalah mengambil keuntungan yang 

telah ditentukan jika terdapat keuntungan dalam modal. Jika 

tidak ada keuntungan, maka dia tidak menanggung apa pun 

untuk mud{a<rib. 

Mud{a<rib tidak berhak memperoleh keuntungan dalam 

modal mud{a>rabah sampai dia menyerahkan modal tersebut 

pada pemilik modal, yaitu dengan mengubah modalnya 

menjadi menjadi uang dan diserahkan kembali pada pemilik 

modal. 

Jika modal mud{a>rabah berkurang setelah adanya 

pekerjaan, maka kekurangan tersebut ditutupi dengan 

keuntungan mud{a>rabah. Mud{a<rib tidak bertanggung jawab 

atas berkurang atau habisnya modal yang diinvestasikan oleh 

sa>hib al-ma>l. Tanggungjawab mud{a<rib hanya terbatas kepada 

memberikan jerih payah, pikiran, dan waktunya untuk 

mengurus bisnis yang dibiayai dengan modal sa>hib al-ma>l.51
 

 

G. Berakhirnya Mud{a>rabah 

Berakhirnya mud{a>rabah menurut fuqaha (ulama fiqh) disebabkan 
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 Ibid, 506. 
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 Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek Hukumnya..., 315. 
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beberapa hal: 

1. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat mud{a>rabah. Masing-

masing pihak menyatakan batal, atau pelaksana/perkerja dilarang 

bertindak hukum terhadap saham yang diberikan dan pemilik saham 

menarik sahamnya. Akan tetapi, jika pengusaha tidak mengetahui bahwa 

mud{a>rabah telah dibatalkan, pengusaha (muda>rib) dibolehkan untuk 

tetap mengusahakannya.
52

 

2. Salah seorang yang melaksanakan perjanjian meninggal. Jumhur ulama 

berpendapat bahwa mud{a>rabah batal, apabila salah seorang meninggal 

dunia, baik pemilik saham maupun pekerja, karena perjanjian mud{a>rabah 

sama dengan perjanjian wakalah (perwakilan) yang gugur disebabkan 

meninggalnya orang yang mewakilkan.
53

 

3. Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola 

modal atau pengelola modal berbuat sesuatu yang bertentangan dengan 

tujuan akad. 

Dampak hukum yang berkenaan dengan berakhirnya kontrak tersebut adalah 

sebagai berikut:
54

 

1. Muda>rib harus mengembalikan modal kepada sa>hib al-ma>l, bila muda>rib 

tidak mengembalikan ia dianggap cidera janji (default), dan dana itu 

menjadi jaminan. Dengan demikian, dana mud{a>rabah menjadi utang 

yang wajib dibayar pengelola. 
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 Rachmat Syafe’i, Fiqih Muamalah..., 237. 
53

 Abu Azam Al Hadi, Fiqh Muamalah Kontemporer (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 
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54

 Fatmah, Kontrak Bisnis Syariah..., 175 
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2. Apabila mud{a>rabah diberhentikan sedangkan sebagian atau semua 

modal dalam bentuk barang belum terjual, kedua belah pihak boleh 

bersepakat untuk menjual segera set-aset itu lalu membagi hasil 

penjualan tersebut diantara mereka 


